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PENDAHULUAN 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan 

Masyarakat dinyatakan bahwa Puskesmas 

merupakan Unit Pelaksanan Teknis (UPT) 

Dinas Kesehatan Kabupaten. Peraturan 

Bupati Bengkalis Nomor 38 Tahun 2016 

tentang kedudukan, Susunan Organisasi , 

Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian 

Tugas serta Tata Kerja pada Dinas 

Kesehatan Kabupaten Bengkalis. Bahwa 

Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 

JURNAL KESEHATAN 
FAKULTAS KESEHATAN 
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO 
Volume 21. No.1, April 2022 
ISSN: 1412-6557 

*Corresponding Author: E-Mail: titynsiregar49@gmail.com 

ABSTRACT 

Regulation of the Minister of Health Number 75 of 2014 concerning Community Health 
Centers concerning Accreditation states that in order to improve the quality of puskesmas 
services, it must be accredited periodically at least once every 3 years. with basic 
accreditation passing, there are 6 health centers, accreditation with intermediate 
graduation is 9, the main graduation result is 1 health center. This study uses a qualitative 
method with a Rapid Assessment Procedure (RAP) research design. Primary data 
collection was carried out by in-depth interviews and observations. Informants are the 
Secretary of the Health Service, Head of Yankees, Head of Primary and Supporting 
Health, holder of the accreditation program, the Accreditation Support Team for 
Puskesmas, BAPEDA, and BPKAD in Bengkalis Regency. as Context Setters are 
Bappeda and BKAD. The low graduation rate for Puskas accreditation is due to the lack 
of budget for Puskas accreditation, the distribution of puskesmas human resources and 
the lack of puskesmas commitment in implementing puskesmas accreditation. For 
stakeholders involved in the Bengkalis District Health Center Accreditation Policy to 
prioritize the implementation of the Puskesmas Accreditation Policy to improve the quality 
of services at the Puskesmas on an ongoing basis starting from the input to the outcome 
of implementing the Puskesmas accreditation. 

Keywords:Health Center Accreditation, Stakeholder Analysis, Bengkalis District Health 
Office 

lenovo
Typewritten text
06-12-2021

lenovo
Typewritten text
14-01-2022

lenovo
Typewritten text
30-04-2022



Agustina et al.; Vol 21 (No.1): hal 86-105, 2022 

87 

 

dalam menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang kesehatan 

khususnya dalam bidang pelayanan 

kesehatan yang membawahi seksi 

Kesehatan primer dan Penunjang. Seksi 

Kesehatan Primer dan Penunjang fungsi 

salah satunya adalah pelaksanaan 

registrasi, akreditasi, dan pemprosesan 

izin untuk sarana kesehatan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan.Dan pada 

Pasal 39 ayat 1 tentang Akreditasi 

menyatakan bahwa dalam rangka 

meningkatkan mutu pelayanan puskesmas 

wajib diakreditasi secara berkala paling 

sedikit 3 (tiga) tahun sekali. 

Klasifikasi akreditasi terdiri atas 

Akreditasi Paripurna, Akreditasi Utama, 

Akreditasi Madya, Akreditasi 

Dasar.Akreditasi Paripurna merupakan 

akreditasi tertinggi dalam sistem penilaian 

akreditasi puskesmas. Dari data Komisi 

Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Pertama Direktorat Jendral Pelayanan 

Kesehatan Republik Indonesia, 

puskesmas yang telah terakreditasi di 

seluruh Indonesia pada tahun 2020 

sebanyak 5795 yang sudah dilaksanakan 

survei akreditasi dengan kelulusan 

akreditasi puskesmas yang paling banyak 

ialah pada tingkat Madya 54% (3144) , 

Utama  22% (1276) , Dasar 19% (1108) 

sedangkan paripurna hanya 5% (265) dan 

tidak lulus 0.03%.  Dan Khusus Riau dari 

214 pukesmas yang sudah dilakukan 

survei akreditasi, yang mendapat kelulusan 

paling banyak ialah pada tingkat Madya 

57% (122 Puskesmas), kelulusan Dasar 

33% (70 Puskesmas ), Kelulusan Utama 

hanya 10% (22 Puskesmas) dan tidak ada 

hasil di riau yang mendapat kelulusan 

Paripurna. Data tersebut menunjukan perlu 

upaya peningkatan akreditasi menjadi 

Utama Atau Paripurna. (Kemenkes RI, 

2018). 

Data Road Map (Peta 

Jalan)Akreditasi Dinas Kesehatan 

Kabupaten Bengkalis terdapat 18 (Delapan 

Belas ) UPT Puskesmas. Dari 18 UPT 

puskesmas tersebut 2 (Dua) UPT 

Puskesmas belum pernah dilakukan survei 

akreditasi, 16 (Enam belas) sudah 

dilakukan survei akreditasi dengan hasil 

kelulusan akreditasi dasar terdapat 6 

puksesmas ( Puskesmas Bengkalis, 

Puskesmas Sungai pakning, Puskesmas 

Duri Kota, Puskesmas Balai Makam, 

Puskesmas Batu Panjang dan Puskesmas 

Tanjung Medang) , akreditasi dengan 

kelulusan madya ada 9 (Puskesmas 

Pematang Duku, Puskesmas Pambang, 

Puskesmas Selatbaru, Puskesmas Lubuk 

Muda,Puskesmas Sadar Jaya, Puskesmas 

Sebangar, Puskesmas Sebanga, 

Puskesmas Serai Wangi dan puskesmas 

Teluk Lecah)  , dari hasil kelulusan Utama 

terdapat 1 Puskesmas ( Puskesmas Muara 

Basung).  

Pada Tahun  2021 Roadmad (Peta 

jalan)Dinas Kesehatan Kabupaten 

Bengkalis terdapat 7 (Tujuh) Puskesmas 

yang akan di lakukan Survei ulang 

Akreditasi (Re-akreditasi). Dari hasil 

kelulusan Akreditasi Puskesmas Dinas 

Kesehatan Kabupaten Bengkalis masih 
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banyak  puskesmas yang mendapatkan  

hasil  kelulusan dasar ini menggambarkan 

mutu puskesmas yang ada dipuskesmas 

Kabupaten Bengkalis. 

Dari hasil Obsevasi Bidang 

pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan 

Kabupaten Bengkalis, secara umum data 

Survey Kepuasan Pasien terhadap 

pelayanan Puskesmas di Kabupaten 

Bengkalis secara keseluruhan adalah 

sudah baik dengan nilai sebesar 72%. 

Analisis stakeholder merupakan 

bagian penting untuk dilakukan dalam 

suatu tahap pengembangan kebijakan. 

Analisis stakeholder dilakukan dengan 

tujuan untuk mengetahui arah kebijakan 

sebagai bentuk kontribusi dalam upaya 

penguatan kebijakan 

kesehatan(Ayuningtyas, 2014).Selain itu, 

analisis stakeholder merupakan suatu 

peran dalam meningkatkan kualitas suatu 

kebijakan. Untuk juga memiliki peran 

dalam upaya peningkatan kualitas suatu 

kebijakan. Sehingga, peningkatan 

komunikasi antar-stakeholder, 

masyarakat, dan stakeholder lainnya 

menjadi hal yang mutlak untuk 

dilakukan.Pada saat ini Peran Stakeholder 

Dinas kesehatan sudah melakukan tahap 

pembinaan berupa melaksanakaan 

pendampingan pasca akreditasi 

puskesmas. Peran Badan perencanaan 

daerah sudah melakukan pemantauan dan 

pemanfaatan penggunaan dana Akreditasi 

puskesmas.Peran yang sudah dilakukan 

Puskesmas adalah membuat dokumentasi 

akreditasi puskesmas. Peran Tim 

pendamping yang sudah dilakukan adalah 

melaksanakan pendampingan ke 

puskesmas sesuai elemen penilaian dari 

dari kementerian Kesehatan, sedangkan 

peran dari Badan Pengelolaan Aset 

Daerah (BPKAD) yang sudah dilakukan 

adalah mengoordinir dana akreditasi 

puskesmas dari pusat. 

Pentingnya menganalisis 

stakeholder hal ini dikarenakan 

stakeholder merupakan bentuk 

dukungankepada pelaksanaan kebijakan 

Akreditasi Puskesmas sesuai dengan 

komitmen pelaksanaan yang telah 

direncanakan di Renstra 2016-2021 

sehingga dapat meningkatkan kelulusan 

akreditasi puskesmas sesuai target yang 

diharapkan dan dapat meningkatkan mutu 

pelayanan yang ada dipuskesmas. 

Berdasarkan uraian di atas, maka 

dipandang perlu untuk dilakukan penelitian 

lebih lanjut tentang Analisis Stakeholder 

Kebijakan Akreditasi Puskesmas di 

Kabupaten tahun 2021. Berdsarkan latar 

belakang tersebut penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis stakeholder Kebijakan 

Akreditasi Puskesmas  di Kabupaten 

Bengkalis 

METODE PENELITIAN 

Penelitian dilakukan di Dinas 

Kesehatan Kabupaten Bengkalis, Badan 

Perencanaan Daerah (BAPPEDA), dan 

Badan Pendapatan Pengelolaan 

Kekayaan Aset Daerah (BPPKAD) yang 

dilakukan pada bulan Juli - Agustus 2021. 

Metode penelitian menggunakan metode 

kualitatif dengan desain penelitian Rapid 
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AssesmentProcedur (RAP). Pengumpulan 

data penelitian menggunakan wawancara 

mendalam, observasi dan telaah dokumen. 

Teknis Pemecahan masalah pada 

penilitian ini dengan menggunakan 

Diagram Ishikawa atau Fishbone. 

Pemilihan subjek informan berdasarkan 

pada prinsip kesesuaian (appropriateness) 

dan kecukupan (adequacy). Sebagai 

informan kunci dalam penelitian ini adalah 

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten 

Bengkalis, sebagai informan utama 

adalahKepala Bidang pelayanan 

Kesehatan, Kepala Seksi Kesehatan 

primer dan penunjang Tim Pendamping 

Akreditasi Puskesmas dan Pengelola 

Program Akreditasi Puskesmas dan 

Informan tambahan adalah (BAPPEDA), 

Badan Pendapatan PengelolaanKekayaan 

Aset Daerah (BPPKAD). Jumlah informan 

dalam penelitian ini sebanyak 8 orang dan 

melalui persetujuan infoman.Analisis data 

kualitatif terdiri dari reduksi data, sajian 

data dan penarikan kesimpulan (verifikasi). 

HASIL 

Penelitian ini lebih memfokuskan 

pada pelaksanaan kebijakan Akreditasi 

Puskesmas di Kabupaten Bengkalis. 

Informan dalam penelitian ini berjumlah 9 

orang, terdiri dari 1 Sekretaris Dinas 

Kesehatan, 1 Kepala Bidang Pelayanan 

Kesehatan, 1 Kepala Seksi kesehatan 

Primer dan penunjang, 1 Pemegang 

Program Akreditasi, 1 Orang Pendamping, 

1 orang Pejabat di Badan Perencanaan 

Daerah (BAPPEDA), 1 orang Pejabat di 

Badan pengelolaan keuangan dan Aset 

Daerah (BPKAD) dan 2 orang kepala 

puskesmas dengan kelulusan dasar. 

Karakteristik informan dapat dilihat pada 

tabel berikut.

 

Tabel 1. Karakteristik Informan 

No Informan Kode Informan Jenis Kelamin 
1 Sekretaris Dinas SD Laki Laki 

2 
Kepala Bidang pelayanan 
Kesehatan 

KB Laki Laki 

3 
Kepala Seksi Kesehatan 
Primer dan Penunjang 

KSK Perempuan 

4 Pemegang program PG Perempuan 
5 Pendamping Akreditasi PA Perempuan 

6 
Badan Perencanaan 
Daerah 

BPD Laki Laki 

7 
Badan pengelolaan 
Keuangan Daerah 

BPK Perempuan 

8 Kepala Puskesmas KP 1 Perempuan 
9 Kepala Puskesmas KP2 Perempuan 

 

 

A. Stakeholder Berdasarkan hasil wawancara 

semua informan dapat diperoleh mengenai 
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stakeholder yang terlibat dalam Kebijakan 

Akreditasi Puskesmas di Kabupaten 

Bengkalis. Dinas Kesehatan Kabupaten 

Bengkalis, Puskemas, Tim Pendamping 

Akreditasi, Badan Perencanaan daerah 

(Bappeda) dan Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah.

 

Tabel 2 Identifikasi Stakeholder Akreditasi Puskesmas 

No Kriteria Stakeholder Stakheholder 
1 Stakeholder utama (Primary 

stakeholder) 
Puskesmas dan Tim Pendamping 

2 Stakeholder kunci (Key Stakeholder ), Dinas Kesehatan Kabupaten 
Bengkalis 

3 Stakeholder pendukung (secondary 
stakeholder), 

BPKAD dan Bappeda Kabupaten 
Bengkalis 

 

B. Peran Stakeholder 

1. Dinas Kesehatan 

Berdasarkan wawancara 

dengan informan Bidang 

Pelayanan Kesehatan bahwa 

pelaksanaan akreditasi berada di 

Bidang pelayanan kesehatan yakni 

di bawah seksi kesehatan primer 

dan Penunjang, berikut petikan 

wawancara nya : 

Dinas Kesehatan Kabupaten 

Bengkallis Bahwa dinkes 

menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang kesehatan 

khususnya dalam bidang 

pelayanan kesehatan salah satu 

nya Merumuskan kebijakan di 

bidang peningkatan pelayanan dan 

mutu pelayanan kesehatan primer, 

jadi dikasi primer yang 

melaksanakan program kegiatan 

akreditasi (kb, 1c) 

Peran Dinas Kesehatan Kabupaten 

Bengkalis yaitu merumuskan 

kebijakan untuk pelaksanaan 

akreditasi puskesmas disebut 

sebagai Policy creator.Kebijakan 

Dinas Kesehatan ini tertuang dalam 

Surat Keputusan (SK) Nomor 

tentang petunjukan Tim 

pendamping dalam pelaksanaan 

akreditasi puskesmas di Kabupaten 

Bengkalis yakni stakeholder yang 

berperan sebagai pengambil 

keputusan dan penentu suatu 

kebijakan.Dinas Kesehatan sering 

melakukan pertemuan 

akreditasi.Peran Dinas kesehatan 

ini disebut sebagai Akeselerator 

dalam upaya peningkatan kegiatan 

Akreditasi Puskesmas di 

Kabupaten Bengkalis, adapun 

kegiatan untuk menunjang kegiatan 

akreditasi. 

2. Tim Pendamping Akreditasi 

Puskesmas 

Peran Tim Pendamping 

Akreditasi Puskesmas adalah 

melakukan mendampingi dan 

membina puskesmas dalam rangka 
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persiapan menuju penilaian 

akreditasi, ada pun tugas nya yakni 

penyusunan dokumen, 

implementasi dokumen dan lain lain 

terkait dengan persiapan 

pelaksanaan survey akreditasi 

Puskesmas peran ini sebagai 

Akselerator. Petikan wawancara 

nya sebagai berikut : 

ada 2 tahap kita dalam 

mendampingi puskesmas, ada 

untuk puskesmas perdana 

akreditasi dan ada puskesmas 

pasca akreditasi, kalau untuk 

puskesmas yang mau di survei 

perdana biasanya kita melakukan 5 

tahap pendampingan, pemahaman 

standar akreditasi self assesment 

akreditasi,penyusunan dokumen, 

implemetnasi terakhir kita lakukan 

ra survey, nah untuk pasca 

akreditasi puskesmas kita 

laksanakan pendampingan 

setahun bisa 2 sampai 3 kali (pa, 

2a) 

Peran Tim pendamping juga 

sebagai Fasilitator dalam upaya 

peningkatan kegiatan Akreditasi 

Puskesmas di Kabupaten 

Bengkalis, Stakeholder ini sebagai 

fasilitator yang berperan 

menfasilitasi dan mencukupi apa 

yang dibutuhkan kelompok sasaran 

Mengenai fungsi kita memfasilitasi 

puskesmas dalam pembuatan SOP 

sesuai dengan instrumen akreditasi 

puskesmas yang di keluarkan oleh 

kementrian kesehatan (pa, 1c). 

3. Puskesmas 

Peran Puskesmas dalam 

Akreditasi puskesmas adalaha 

sebagai Implementer dimana 

puskesmas sebagai pelaksana 

dalam kegiatan akreditasi 

puskesmas. Stakeholder ini 

sebagai pelaksana kebijakan yang 

di dalamnya termasuk kelompok 

sasaran. 

puskesmas sesuai dengan apa ee 

dengan peraturan kementrian 

tentang akreditasi puskesmas baik 

itu UKM atau UKP (KP1,1b) 

puskesmas sebagai pelaksanaan 

fungsi UKM dan UKP di puskesmas 

(KP2,1b) 

4. Badan Perencanaan Daerah ( 

BAPPEDA) 

Peran Bappeda dalam 

akreditasi Puskesmas adalah 

sebagau Akselerator karna Fungsi 

Bapeda sebagai perencaan 

kegiatan yang diusulkan oleh Dinas 

kesehatan. Stakeholder ini 

berperan mempercepat dan 

memberikan kontribusi agar suatu 

program dapat berjalan sesuai 

sasaran atau bahkan lebih cepat 

waktu pencapaiannya. 

5. Badan Pengelolaan dan Keuangan 

Aset Daerah ( BPKAD)  

Peran Bappeda dalam 

akreditasi Puskesmas adalah 

sebagai Akselerator karna Fungsi 
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BPKAD sebagai pengelolaan 

transfer dana dari pusat, dima 

diketahui dana pelaksanaan 

akreditasi Puskesmas bersumber 

dari Pusat Stakeholder ini berperan 

mempercepat dan memberikan 

kontribusi agar suatu program 

dapat berjalan sesuai sasaran atau 

bahkan lebih cepat waktu 

pencapaiannya. 

C. Pengaruh Stakeholder dalam 

Kebijakan Akreditasi Puskesmas 

Pengukuran tingkat pengaruh 

Skteholder dalam akreditasi puskesmas 

menggunakan lima variabel yang meliputi 

Pengaruh stakeholder,Pengaruh kekuatan 

atas sumbe daya yang dimiliki bentuk 

keahlian stakeholder, pengaruh 

keterlibatan stakeholder dalam 

keberlanjutan program, dan bantuan 

stakeholder dalam akreditasi puskesmas di 

Kabupaten Bengkalis. Hasil perhitungan 

tingkat pengaruh masing masing 

stakeholder dengan penilaian sesuai tabel 

berikut:

 

Tabel 3. Tingkat Pengaruh Stakeholder 

No 
Stakeholder 

Nilai 
Total 

P1 P2 P3 P4 P5 
1 Dinas Kesehatan 5 3 4 4 5 21 
2 Tim Pendamping 

Akreditasi 
4 4 5 4 1 18 

3 Puskesmas 3 2 2 3 2 12 
4 Bappeda 3 3 2 3 2 13 
5 BPKAD 3 2 3 3 2 13 

Keterangan: 
P1 : Kekuatan Pegaruh 
P2 : pengaruh Kekuatan atas sumber saya yang dimiliki stakeholder 
P3 : Pengaruh kekuatan keahlian stakeholder 
P4 : pengaruh dalam keberlanjuta program stakeholder 
P5 : pengaruh bantuan stakeholder 

 

D. Kepentingan Stakholder Kebijakan 

Akreditasi Puskesmas 

Pengukuran Tingkat Kepentingan 

Skteholder dalam akreditasi puskesmas 

menggunakan lima variabel yang meliputi 

keterlibatan stakeholder,bentuk 

kewenangan stakeholder, manffat yang 

diperoleh stakeholder, program kerja 

stakeholder dan tingkat ketergantungan 

stakeholder dalam akreditasi puskesmas di 

Kabupaten Bengkalis. Hasil perhitungan 

tingkat kepentingan masing masing 

stakeholder dengan penilaian sesuai tabel 

berikut:
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Tabel 4. Tingkat kepentingan Stakeholder 

No Stakeholder 
Nilai 

Total 
K1 K2 K3 K4 K5 

1 Dinas Kesehatan 5 3 4 5 4 21 
2 Tim Pendamping 

Akreditasi 
3 2 3 2 2 11 

3 Puskesmas 4 5 4 4 4 20 
4 Bappeda 2 2 1 3 1 10 
5 BPKAD 2 2 2 1 1 8 

Keterangan: 
K1 : Keterlibatan Stakeholder 
K2 : Manfaat Srakeholder 
K3 : Tupoksi Stakeholder 
K4 : Program Kerja Stakeholder 
K5 : Ketergantungan Stakeholder 

 

E. Pemetaan stakeholder dalam 

Kebijakan Akreditasi Puskesmas di 

Kabupaten Bengkalis 

Stakeholders dalam Kebijakan 

akreditsi puskesmas memiliki pengaruh 

dan kepentingan yang berbeda-beda. Oleh 

karena itu, dilakukannya pemetaan 

stakeholders berdasarkan “pengaruh” dan 

“kepentingan” dari masing masih 

stakeholder yang terlibat sesuai pada 

gambar berikut:

 

 

Gambar 1. Analisis Matriks Pengaruh Tingkat Kepentingan Akreditas Puskesmas 

 

1. Key Player (Pemain Utama) 

Berdasarkan hasil wawancara 

di lapangan yang termasuk dalam 

Key Player adalah Dinas 

Kesehatan ,Key Player merupakan 

stakeholder yang memimliki 

kepentingan dan pengaruh yang 

besar. Hal ini sesuai tugas pokok 

yang dimilik dan Dinas Kesehatan 

yang sesuai dengan peraturan 

Bupati Nomor 38 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Eselonering, Tugas, 

Fungsi Dan Uraian Tugas serta 

Tata Kerja Pada Dinas Kesehatan 

Bahwa Dinas Kesehatan 

Dinkes

Tim Pendamping

PKM

Bpkad
Bappeda

0

5

10

15

20

25

0 5 10 15 20 25

Pemetaan Stakeholder Pengaruh kepentingan akreditasi 

puskesmas 

Key PlayerSubjeck

Contex Setter



Agustina et al.; Vol 21 (No.1): hal 86-105, 2022 

94 

 

Kabupaten Bengkalis 

menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang kesehatan 

khususnya dalam bidang 

pelayanan kesehatan yang 

membawahi seksi Kesehatan 

primer dan Penunjang. Wewenang 

yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan 

didukung oleh sumber daya yang 

dimiliki seperti anggaran yang 

besar dari Dinas Kesehatan untuk 

pelaksanaan akreditasi 

puskesmas. Anggaran yang besar 

tersebut digunakan dalam 

mendanai proses pelaksanaan 

akreditasi puskesmas dengan 

tujuan dapat meningkatkan mutu 

pelayanan di puskesmas sehingga 

memiliki kepentingan yang tinggi 

pula. Berikut petikan hasil 

wawancara dengan informan 

Kepala Bidang Pelayanan 

kesehatan dan Kepala Seksi 

kesehatan primer dan Penunjang: 

Jadi gini bu, perbub Nomor 38 

Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Eselonering, 

Tugas, Fungsi Dan Uraian Dinas 

Kesehatan Kabupaten Bengkallis 

Bahwa dinkes menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang 

kesehatan khususnya dalam 

bidang pelayanan kesehatan  

(bp.1b) 

dalam bidang pelayanan kesehatan 

salah satu nya Merumuskan 

kebijakan di bidang peningkatan 

pelayanan dan mutu pelayanan 

kesehatan primer, jadi dikasi primer 

yang melaksanakan program 

kegiatan akreditasi (bp,1c) 

2. Subjek  

Berdasarkan hasil wawancara 

di lapangan stakeholder subjek 

dalam Kebijakan akreditasi 

akreditasi adalah Pukesmas. 

Subjeck merupakan stakeholder 

uang memiliki interest 

(Kepentingan) yang tinggi tetapi 

tidak meiliki pegaruhatau power 

(Kekuasaan) yang besar.  

fungsi puskesmas kan menajalan 

kan fungsinya promitif, preventif 

kemudian dan juga menjalan 

dibidang upaya kesehatan 

masyarakat dan upaya kesehatan 

perorangan , untuk ukp kita di 

puskesmas masih masih banyak 

saran yang masih kurang sehingga 

kadang tidak maksimal(kp1,1c) 

3. Context Setter 

Berdasarkan hasil wawancara 

di lapangan yang termasuk dalam 

Context Setter adalah Tim 

Pendamping, BAPPEDA dan 

BPKAD. Context Setter merupakan 

stakeholder yang mempunyai 

pegaruh yang besar tetapi untuk 

interet (kepentingan ) yang dimiliki 

rendah. Context Setter merupakan 

stakeholders yang mempunyai 

pengaruh yang besar tetapi untuk 

kepentingan  yang dimiliki rendah. 

Tim Pendamping, BAPPEDA dan 
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BPKAD .  merupakan stakeholders 

yang tergolong dalam tipe context 

Setter. Kekuasaan yang dimiliki 

yakni ikut serta dalam kebijakan 

akreditasi puskesmas di  

Kabupaten Bengkalis karena 

sebagai pendukung dalam 

kebijakan akreditasi puskesmas, 

sehingga kepentingan yang dimiliki 

termasuk rendah. 

fungsi kita memfasilitasi 

puskesmas dalam pembuatan SOP 

sesuai dengan instrumen akreditasi 

puskesmas yang di keluarkan oleh 

kementrian kesehatan (pa, 1c) 

akreditasi itu tupoksi tugas 

tambahan yang yang diberikan 

atasan . persen sebagai 

pendamping kira 10%, kita hanya 

mendampingi, pelaksanaan nya 

org puskesmas..(pa,2c) 

F. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan hasil wawancara di 

lapangan dapat diperoleh mengenai 

masalah yang terdapat dalam Akreditasi 

Puskesmas di Kabupaten Bengkalis, 

bahwa anggaran penggunaan akreditasi 

puskesmas sudah di atur oleh Kementrian 

Kesehatan sesuai petunjuk teknis yang 

dikeluarkan sesuai dengan usulan  

roadmap puskesmas, tidak semua usulan 

puskesmas disetujui oleh Kementrian 

Kesehatan, sehingga banyak puskesmas 

tidak bisa dilakukan pembinaan atau 

pendampingan, selain itu Puskesmas yang 

berada di diwilayah kerja Dinas Kesehatan 

Kabupaten Bengkalis belum menjadi 

Puskesmas dengan Badan Layanan 

Umum Daerah (BLUD), sehingga 

operasional puskesmas masih support dari 

Dinas Kesehatan yang terkadang tidak 

tercover dengan kebutuhan puskesmas, 

dan puskesmas masih mengganggap 

akreditasi hanya penilaian, sehingga ketika 

sudah di nilai puskesmas mereka kembali 

kerja seperti semula, tidak menjadi sesuai 

standar lagi. 

masalah lain nya anggaran penggunaan 

akreditasi puskesmas kan sudah di atur 

oleh kementrian kesehatan sesuai dengan 

roadmap puskesmas yang kita usulkan, 

jadi kadang usulan puskesmas tidak 

semua bisa tercover oleh kementrian 

kesehatan, sehingga banyak puskesmas 

tidak bisa kita lakukan pembinaan atau 

pendampingan (kb.2c) 

terlepas dari pro dan kontra dalam antrian 

kadang kadang akreditasi ikan momok 

puksesmas saat penilaian akreditasi 

merekan melaksanakan point per poin 

yang harus dilaksanakan namun setelah 

survei akreditasi selesai mereka back to 

nature kembali seperti semula, tidak 

menjadikan standar mutu pelayanan titi 

tolak dari akreditasi ini (ksk,2c) 

G. Perumusan Kebijakan Akreditasi 

Puskesmas di Kabupaten Bengkalis 

Berdasarkan hasil wawancara di 

lapangan dapat diperoleh mengenai 

perumusan kebijakan dalam Akreditasi 

Puskesmas di Kabupaten 

Bengkalis,bahwa seluruh puskesmas 

diKabupaten Bengkalis akan menerapkan 

puskesmas dengan Badan Layanan Umum 
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Daerah (BLUD) sehingga dapat 

mendukung pelaksanaan akreditasi 

puskesmas, selain itu dinas kesehatan 

Kabupaten Bengkalis akan mengusulkan 

anggaran akreditasi puskesmas yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah (APBD). 

memang selama ini anggaran akreditasi 

berdasarkan dari APBN kedepan perlu kita 

anggaran dari anggaran APBD untuk 

mensupport keberlanjutan program 

akreditasi, artinya apa nya akreditasi bukan 

lah kegiatan sesaat akreditasi merupakan 

kegiatan berkelanjutan tingga perlu ada 

supooting perlu pengawasan terus 

menerus, perlu pellaksanaan terus 

menerus ini  perlu salah satu nya adalah 

berhubungan dengan anggaran sehingga 

kedepan perlu ada penganggaran dari 

APBD untuk mensuport kegiatan yang 

dimaksud(sd,2d) 

PEMBAHASAN 

A. Identifikasi Stakeholder Kebijakan 

Akreditasi Puskesmas stakeholders 

yang terlibat dalam Kebijakan 

Akreditasi Puskesmas di Kabupaten 

Bengkalisterdiri dari: 

1. Stakeholder Primer 

Tim Pendamping akreditasi 

dan Puskesmas termasuk dalam 

Stakeholder primer karena sebagai 

penggerak langsung terhadap 

kebijakan Akreditasi Puskesmas di 

Kabupaten Bengkalis. Puskesmas 

sebagai pelaksana langsung 

kegiatan akreditasi puskesmas 

dalam meningkat mutu pelayanan 

puskesmas dan melaksanakan 

fungsi upaya kesehatan 

masyarakat dan upaya kesehatan 

perorangan. Sedangkan 

pendamping akreditasi puskesmas 

peran nya menfasilitasi puskesmas 

dalam pembuatan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) 

sesuai elemen penilaian atau 

instrumen dari lampiran Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 46 

Tahun 2015 tentang Akreditasi 

puskesmas. 

2. Stakeholder Key Player 

Stakeholder kunci dalam 

Kabijakan Akreditasi Puskesmas 

adalah Dinas Kesehatan 

Kabupaten Bengkalis karena 

memiliki wewenang dalam 

merumuskan kebijakan mengenai 

pelaksanaan akreditasi 

puskesmas, wewenang tersebut 

diatur dalam Peraturan Bupati 

Nomor 38 tahun 2016 tentang 

kedudukan, susunan organisasi, 

tugas dan fungsi, serta tata kerja 

Dinas Kesehatan Kabupaten 

Bengkalis. 

3. Stakeholders Sekunder 

Badan Perencanaan Daerah 

(BAPPEDA) dan Badan 

Pengelolaan Keuangan Aset 

Daerah (BPKAD) merupakan 

stakeholders skunder dalam 

kebijakan akreditasi puskesmas di 

Kabupaten Bengkalis, stakeholders 

tersebut tidak mempunyai 
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kepentingan terhadap akreditasi 

puskesmas namun memiliki peran 

sebagai pendukung program 

akreditasi puskesmas. upaya 

pendukung tersebut sesuai dengan 

fungsi mereka yakni adalah 

Bappeda sebagai fungsi 

perencanaan kegiatan akreditasi 

puskesmas dan BPKAD sebagai 

penganggaran akreditasi 

puskesmas di Kabupaten 

Bengkalis. 

B. Identifikasi Peran Stakeholders dalam 

Kebijakan Akreditasi Puskesmas di 

Kabupaten Bengkalis 

1. Dinas Kesehatan 

Peran Dinas Kesehatan 

Kabupaten Bengkalis yaitu 

merumuskan kebijakan untuk 

pelaksanaan akreditasi puskesmas 

sebagai Policy Creator, kebijakan 

Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 46 tahun 2015 pasal ke 2 

tentang akreditasi puskesmas 

tentang  merupakan bentuk 

perwujudan dari peran yang telah 

dilakukan, Peran Dinas kesehatan 

juga sebagai Akselerator dalam 

upaya pelaksanaan akreditasi 

puskesmas, dengan melakukan 

pertemuan akreditasi untuk 

petugas puskesmas dengan tujuan 

menambah wawasan petugas 

puskesmas dalam program 

akreditasi puskesmas. Peran Dinas 

kesehatan juga sebagai Fasilitator 

dalam upaya peningkatan kegiatan 

Akreditasi Puskesmas di 

Kabupaten Bengkalis, Stakeholder 

ini sebagai fasilitator yang berperan 

menfasilitasi dan mencukupi apa 

yang dibutuhkan kelompok 

sasaran.  

Hasil penelitian yang 

ditemukan dilapangan, penulis 

menganalisa peran Dinas 

Kesehatan dengan menggunakan 

manajemen Pemerintah untuk 

melihat manajemen Dinas 

Kesehatan Kabupaten Bengkalis 

dalam menjalankan perannya. 

Menurut G.R. Terry mengenai 

fungsi-fungsi manajemen yaitu, 

fungsi perencanaan, fungsi 

pengorganisasian, fungsi 

pergerakan, dan fungsi 

pengawasan. 

a. Fungsi Perencanaan 

Fungsi perencanaan 

merupakan menetapkan pekerjaan 

yang harus dilaksanakan oleh 

kelompok untuk mencapai tujuan 

yang digariskan, planning 

mencakup kegiatan pengambilan 

keputusan, karena termasuk 

pemilihan alternatif-alternatif 

keputusan. Perencanaan dalam 

manajemen Pemerintahan adalah 

proses penetapan sasaran dan 

pemilihan cara untuk mencapai 

sasaran tersebut. 

Kegiatan perencanan 

mengenai kebijakan program 

Pemerintahan dilakukan oleh 
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Pemerintah Daerah serta 

Organisasi Perangkat Daerah dan 

Perwakilan Rakyat Daerah yang 

kemudian dituangkan kedalam 

Rencana Strategis (Renstra) tahun 

2016-2021 Dinas Kesehatan 

Kabupaten Bengkalis dalam 

peningkatan pelayanan kesehatan 

Puskesmas. Perencanaan yang 

dilaksanakan Dinas Kesehatan 

sangat menentukan pelaksanakan 

kegiatan akreditasi 

puskesmas.menurut kepala 

puskesmas dan kepala seksi 

kesehatan primer dan penunjang, 

pelaksanaan kegiatan akreditasi 

banyak membutuh kan dana, 

sementara selama dalam 

pelaksanaan kebijakan akreditasi, 

Dinas Kesehatan masih mensuport 

dana dari pusat . 

b. Fungsi Organisasi 

Fungsi manajemen yang kedua 

adalah pengorganisasian.Fungsi 

pengorganisasian mencakup 

tentang memberi komponen 

komponen kegiatan yang 

dibutuhkan untuk mencapai tujuan 

ke dalam kelompok-kelompok, 

membagi tugas kepada seorang 

manajer untuk mengadakan 

pengelompokan tersebut, dan 

menetapkan wewenang di antara 

kelompok atau unit-unit organisasi. 

Pengorganisasian dalam 

akreditasi puskesmas berdasarkan 

Peraturan Kabupaten Bengkalis 

Nomor 38 Tahun 2016 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Dinas Kesehatan Kabupaten 

Bengkalis. 

c. Fungsi Pergerakan 

Penggerakan merupakan inti 

dari manajemen Pemerintahan. 

Fungsi penggerakan dalam 

kebijakan akreditasi puskesmas 

dilakukan di Bidang Pelayanan 

Kesehatan Dinas kesehatan 

Kabupaten Bengkalis. 

Penggerakan yang dilakukan oleh 

Bidang Pelayanan Kesehatan 

Dinas Kesehatan Kabupaten 

Bengkalis ini memiliki indikator 

dalam kebijakan akreditasi 

puskesmas di Kabupaten 

Bengkalis yaitu dengan melakukan 

pembinaan dan pendampingan ke 

Puskesmas, Pembinaan dilakukan 

terhadap 3 kelompok kerja yaitu 

Kelompok Administrasi 

Manajemen, Kelompok Upaya 

Kesehatan Masyarakat (UMK), dan 

Kelompok Upaya Kesehatan 

Perorangan (UKP). Bentuk 

pembinaan yang dilakukan oleh 

Dinas Kesehatan Kabupaten 

Bengkalis adalah dengan 

melakukan kunjungan ke 

puskesmas. Menurut Penelitian 

Rahman Yousuf (2020), 

pendampingan akreditasi dilakukan 

penyiapan fasilitas kesehatan 

tingkat pertama agar memenuhi 
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standar akreditasi. Pendampingan 

akreditasi merupakan kegiatan 

yang dilakukan tim pendamping 

untuk mengetahui kesiapan 

fasilitas kesehatan tingkat pertama 

dalam melaksanakan survey 

akreditasi. Pendampingan 

merupakan rangkaian kegiatan 

penyiapan Fasilitas Kesehatan 

Tingkat Pertama (FKTP) agar 

memenuhi standar akreditasi. 

d. Fungsi Pengawasan 

Fungsi pengawasan 

merupakan salah satu fungsi 

manajemen untuk mengetahui 

pelaksanaan fungsi manajemen 

lainnya, membandingkan kegiatan 

yang nyata dengan standar yang 

telah ditetapkan sebelumnya, 

menentukan dan mengukur 

penyimpangan-penyimpangan 

serta mengambil tindakan koreksi 

yang diperlukan untuk menjamin 

bahwa sumber daya yang 

digunakan dengan cara paling 

efektif. Dalam melaksanakan 

kebijakan akreditasi puskesmas, 

Dinas Kesehatan Kabupaten 

Bengkalis melakukan pengawasan 

terhadap Puskesmas yang sudah 

diakreditasi dengan cara 

melakukan pendampingan pasca 

akreditasi. Pendampingan pasca 

akreditasi merupakan kegiatan 

untuk memelihara serta 

meningkatkan pencapaian standar 

akreditasi secara 

berkesinambungan sampai 

dilakukan penilaian akreditasi 

berikutnya. Tujuan pendampingan 

pasca akreditasi Puskesmas 

adalah untuk pembinaaan 

peningkatan mutu, kinerja melalui 

perbaikan yang berkesinambungan 

terhadap sistem manajemen, 

sistem manajemen mutu dan 

sistem penyelenggaraan 

pelayanan dan upaya, serta 

penerapan manajemen risiko 

(Rahman Yousuf,2020). 

e. Puskesmas 

Peran Puskesmas dalam 

Akreditasi puskesmas adalaha 

sebagai Implementer dimana 

puskesmas sebagai pelaksana 

dalam kegiatan akreditasi 

puskesmas. Puskesmas sebagai 

fungsi pelaksana Upaya kesehatan 

masyarakat (UKM) dan Upaya 

Kesehatan Perorangan (UKP) 

dimana fungsi tersebut merupakan 

proses akreditasi puskesmas. 

f. Tim Pendamping Akreditasi 

Puskesmas 

Peran Tim Pendamping 

Akreditasi Puskesmas adalah 

melakukan mendampingi dan 

membina puskesmas dalam rangka 

persiapan menuju penilaian 

akreditasi, ada pun tugas nya yakni 

penyusunan dokumen, 

implementasi dokumen dan lain lain 

terkait dengan persiapan 

pelaksanaan survey akreditasi 
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Puskesmas peran ini sebagai 

Akselerator atau mempercepat dan 

memberikan kontribusi agar suatu 

program dapat berjalan sesuai 

sasaran elemen penilaian 

instrumen peniliaian akreditasi. 

g. Badan Perencanaan Daerah 

Kabupaten Bengkalis ( BAPPEDA) 

Peran Bappeda dalam 

akreditasi Puskesmas adalah 

sebagau Akselerator karna Fungsi 

Bapeda sebagai perencaan 

kegiatan yang diusulkan oleh Dinas 

kesehatan. Stakeholder ini 

berperan mempercepat dan 

memberikan kontribusi agar suatu 

program sesuai dengan target dan 

indikator yang telah telah 

ditentukan. 

Peran Bappeda dalam 

akreditasi Puskesmas adalah 

sebagai Akselerator karna Fungsi 

BPKAD sebagai pengelolaan 

transfer dana dari pusat, dimana 

diketahui dana pelaksanaan 

akreditasi Puskesmas bersumber 

dari Pusat Stakeholder ini berperan 

mempercepat dan memberikan 

kontribusi agar suatu program 

dapat berjalan sesuai sasaran dan 

anggaran yang di butuhkan. 

C. Identifikasi Pengaruh Kepentingan 

Stakeholder dalam Kebijakan 

Akreditasi Puskesmas di kabupaten 

Bengkalis. 

Stakeholders yang terlibat 

mempunyai kepentingan dan pengaruh 

yang berbeda-beda. Kepentingan dan 

pengaruh oleh stakeholders akan 

mempengaruhi pencapaian output 

kebijakan. Sesuai dengan yang 

dikemukakan Bryson (2004) 

mengelompokkan stakeholders menjadi 4 

yakni Key Player, Subject, Crowd dan 

Context Setter. 

1. Key Player 

Dari hasil analisis pemangku 

kepentingan diperoleh bahwa 

Dinas Kesehatan merupakan key 

players yang memiliki tingkat 

kepentingan dan pengaruh yang 

tinggi dalam perumusan kebijakan 

dalam kegiatan akreditasi 

puskesmas di Kabupaten 

Bengkalis. Hal ini sesuai dengan 

Tugas pokok yang dimiliki Dinas 

Kesehatan Kabupaten Bengkalis 

sesuai dengan Peraturan 

Kabupaten Bengkalis Nomor 38 

Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 

Kesehatan Kabupaten Bengkalis 

bahwa Dinas Kesehatan 

Kabupaten Bengkalis yang salah 

satu uraian tugas nya adalah 

menyelenggarakan urusan bidang 

pemerintahan di bidang kesehatan, 

dan Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 46 tahun 2015 tentang 

Akeditasi Puskesmas bahwa Dinas 

Kesehatan melakukan pemibinaan 

dan pengawasan dalam kebijakan 

akreditasi puskesmas secara 



Agustina et al.; Vol 21 (No.1): hal 86-105, 2022 

101 

 

berkesinambungan. Tupoksi Dinas 

Kesehatan juga membuat tingkat 

pengetahuan yang dimiliki lebih 

dalam key players dibanding 

pemangku kepentingan yang lain 

ini sejalan dengan penelitian Nur 

Fatriani, et all (2015) bahwa key 

player dapat dilihat dari Tupoksi 

yang dimiliki stakeholder. Dinas 

Kesehatan sebagai Key Player 

disebabkan karena institusi 

tersebut merupakan policy creator 

sekaligus juga akselerator dan 

fasilitator sehingga sangat 

berpengaruh terhadap terwujudnya 

kebijakan akreditasi puskesmas.  

2. Subjek  

Subject Merupakan 

stakeholders yang memiliki interset 

(Kepentingan) yang tinggi tetapi 

tidak memiliki Influence 

(Kekuasaan) yang besar. 

Puskesmas memiliki kepentingan 

yang tinggi dalam program 

akreditasi puskesmas di Kabupaten 

Bengkalis. Kepentingan yang tinggi 

merupakan puskesmas sebagai 

pelaksana kebijakan akreditasi 

puskesmas dalam bentuk 

melaksanakan fungsi puskesmas 

menjalankan Upaya Kesehatan 

Masyarakat (UKM) dan Upaya 

Kesehatan Perorangan (UKP) 

dimana fungsi tersebut merupakan 

proses akreditasi dengan tujuan 

dapat meningkatkan mutu 

pelayanan dipuskesmas dan 

meningkatkan keselamatan pasien. 

Tingginya kepentingan yang dimiliki 

oleh stakeholders tersebut ternyata 

pengaruh yang dimiliki termasuk 

rendah karena tidak berwenang 

dalam merubah atau 

mempengaruhi kebijakan yang 

ada, karena puskesmas 

merupakan lini bawah Dinas 

kesehatan sehingga tidak bisa 

memutuskan suatu kebijakan. 

3. Contex Setter 

Merupakan stakeholders yang 

mempunyai kepentingan rendah 

dan pengaruh  yang tinggi. Badan 

Perencanaan Daerah, Tim 

Pendamping dan BPKAD. 

Stakeholder ini mempunyai 

pengaruh untuk perumusan dalam 

kebijakan akreditasi puskesmas 

karna sesuai dari fungsi masing 

masing stakeholder dalam 

akreditasi puskesmas tetapi 

mempunyai kepentingan yang 

rendah.  

D. Identifikasi masalah dalam Kebijakan 

Akreditasi Puskesmas di Kabupaten 

Bengkalis 

Dari hasil penelitian menunjukan 

bahwa dalam identifikasi masalah 

akreditasi puskesmas. Puskesmas 

sebagai pelaksana kurang nya komitmen 

puskesmas dalam program akreditasi 

puskesmas dimana dari hasil penelitian 

didapat bahwa puskesmas setelah di 

akreditasi pelayananan puskesmas 

kembali seperti semula.Hal ini sejalan 
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dengan penelitian Sulistinah  dapat 

diketahui bahwa dalam akreditasi 

puskesmas dibutuhkan komitmen yang 

tinggi dari semua pihak agar dapat 

mendukung proses akreditasi puskesmas ( 

Sulistinah, 2017).  

Berdasarkan Obervasi hasil 

rekomendasi surveyor dimana hampir 

semua puskesmas nilai pada BAB 3, 6 dan 

9 mendapatkan nilai yang rendah dari BAB 

yang lainnya , dimana pada BAB 3,6 dan 9 

merupakan penilaian tentang mutu 

puskesmas.dan dari rekomendasi surveyor  

BAB lain nya masih banyak puskesmas 

yang belummenganalisa dan evaluasi 

program kegiatan yang ada di puskesmas 

Dari hasil permasalahan di atas dapat 

dirumuskan alternatif pemecahan masalah 

sebagai berikut: 

 

Tabel 5. Alternatif Pemecahan Masalah 

Masalah Penyebab Masalah Alternatif Pemecahan Masalah 
a. Man 1. Beban Kerja Puskesmas yang 

tinggi 
2. Kurang nya pemahaman 

puskesmas staf puskesmas 
tentang akreditasi 

3. Kurang nya Reward dan 
Funismend 

1. Penambahan SDM  
2. Meningkatkan 

komunikasi staf 
puskesmas dengan 
pendamping 

3. Memberikan Reward dan 
punishment 

b.Money Minim nya anggaran Puskesmas  1. Mengakomodir anggaran 
puskesmas sesai dengan 
RUK dan permintaan 
Puskesmas 

c.Methode 
 

1. Puskesmas waktu disurvei 
belum mendapatkan pelatihan 
akreditasi 
2. Kurang Optimalnya kerja sama 
dengan lintas sector 

1. Membuat Usulan 
pertemuan workshop 
akreditasi 

2. Meningkatkan Kerja 
sama dengan lintas 
sector 

D.Matherial Kurang sarana Puskesmas 1. Meningkatkan sarana 
dengan kebutuhan 
Puskesmas 

 

Selain itu dari hasil penelitian didapat 

bahwa Puskesmas di Kabupaten Bengkalis 

belum Puskesmas Badan Layanan Umum 

Daerah (BLUD), dimana Puskesmas 

dengan BLUD dapat mendukung 

pelaksanaan akreditasi puskesmas.dan 

dari hasil penelitian juga didapat bahwa 

anggaran akreditasi menggunakan Dana 

Alokasi (DAK) Non Fisik sudah jelas 

peruntukan nya sesuai dengan Petunjuk 

Tekhknis dari kementrian Kesehatan, 

seperti utuk untuk pendampingan, 

pertemuan, alat tulis kantor, fotocopy, 

makan minum rapat dan survei akreditasi, 

dimana dalam pelaksanaan akreditasi 

banyak menggunakan pembiayaan ini juga 

sejalan dengan penelitian Rahman Yusof 

(2020) bahwa salah satu penyebab belum 
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maksimalnya akreditasi adalah minimnya 

dana yang dianggarkan terkait dengan 

kegiatan akreditasi puskesmas. 

E. Perumusan Kebijakan Akreditasi 

Puskesmas di Kabupaten Bengkalis 

Dari Hasil Penelitian didapat bahwa 

untuk tahun ini Pemerintah Kabupaten 

Bengkalis membuat perumusan kebijakan 

yakni puskesmas dengan Badan Layanan 

Umum Daerah (BLUD),dimana anggaran 

di puskesmas sudah menggunakan JKN 

(Jaminan Kesehatan Nasional) atau 

Kapitasi. (Endah Widaningtyas, 2015) 

Badan Layanan Umum daerah pada 

dasarnya akan membuat Puskesmas 

menjadi mandiri terutama dalam 

pengelolaan keuangan dan penyediaan 

sarana dan prasarana serta sumber daya 

manusia (SDM) untuk peningkatan 

pelayanan di puskesmas.(Widaningtyas, 

2015). Dari hasil penelitian didapat bahwa 

Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 

untuk tahun 2022 akan menganggarkan 

atau mensuport kegiatan pelaksanaan 

kegiatan akreditasi dari sumber Anggaran 

pendapatan belanja daerah (APBD) ini 

dapat mempercepat dalam progres dalam 

peningkatan mutu pelayanan kepada 

masyarakat dan mendukung persyaratan 

untuk proses akreditasi puskesmas. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian 

mengenai Analisis Stakeholder dalam 

Kebijakan Akreditasi Puskesmas di 

kabupaten Bengkalis, menerangkan 

bahwa pelaksanaan kebijakan akreditasi 

puskesmas belum berjalan secara 

maksimal. Informan adalah Sekretaris 

Dinas Kesehatan, Kepala Bidang 

Pelayanan Kesehatan, Kepala Seksi 

Kesehatan Primer dan 

Penunjang,pemegang program akreditasi, 

Tim pendamping akreditasi puskesmas, 

BAPEDA dan BPKAD di Kabupaten 

Bengkalis. Stakeholder yang berperan 

sebagai Key player dalam pelaksanaan 

kebijakan akreditasi puskesmas adalah 

Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, 

sebagai Subjek adalah Puskesmas dan 

sebagai Context Setter adalah Bappeda 

dan BKAD. Rendahnya kelulusan 

akreditasi puskesmas karena kurang 

anggaran dalam akreditasi puskesmas dan 

Puskesmas di Bengkalis belum dengan 

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 

belum pemerataannya SDM puskesmas 

dan kurangnya komitmen puskesmas 

dalam pelaksanaan akreditasi puskesmas. 

Diharapakan bagi Stakeholderyang 

terlibat dalam Kebijakan Akreditasi 

Puskesmas di Kabupaten Bengkalis agar 

kira nya lebih mengefektifkan dan 

mengutamakan pelaksanaan kebijakan 

akreditasi puskesmas yang dilaksanakan 

puskesmas untuk meningkatkan mutu 

pelayanan di puskesmas secara 

berkesinambungan mulai dari input sampai 

outcome pelaksanaan akreditasi 

Puskesmas di Kabupaten Bengkalis serta 

Dinas Kesehatan untuk lebih intens dalam 

membina dan mengevaluasi proses 

pelaksanaan kebijakan akreditasi 

puskesmas di Kabupaten Bengkalis 

terutama pada elemen penilaian Bab 3, 
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Bab 6 dan Bab 9. Bagi peneliti selanjutnya 

diharapkan dapat meneliti mengenai 

Analisis Stakeholder Politic dalam 

pelaksanaan akreditasi puskesmas di 

Kabupaten Bengkalis. 
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